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HUKUM LINGKUNGAN

MOH. IMRON NURHAKIM

ukum lingkungan memiliki arti
H yang sama dengan lingkungan
itu sendiri. Disebutkan dalam
UU Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 1 ayat
(1) tentang Ketentuan Pokok-Pokok
Lingkungan Hidup yang diperbaharui
dengan UU Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
,bahwa hokum lingkungan (lingkungan
hidup) adalah kesatuan ruang dengan
semua benda, daya, keadaan, dan
makhluk hidup, termasuk manusia
dan perilakunya, yang memengaruhi
kelangsungan  perikehidupan dan
kesejahteraan manusia serta makhluk
hidup lain. Hukum lingkungan adalah
hokum yang mengatur hubungan
timbalbalik antara manusia dengan
makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar bias dikenai sanksi. Sanksi yang termuat dalam hokum lingkungan merupakans
anksi-sanksi yang telah diatur sebelumny adalah hokum perdata, hokum pidana, serta hokum administrasi. Hukum lingkungan
menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkanakan berlaku pada masa mendatang.
Hukum lingkungan mengalami perkembangan melalui beberapa proses. Hukum lingkungan pada awalnya dikenal sebagai
hokum gangguan yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Setelah itu, perkembangannya mengarah
kebidang hokum administrasi, sesuai dengan peningkatan peran penguasa dalam bentuk campurtangan dalam berbagai
kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Hukum administratif terutama muncul apabila keputusan penguasa yang
berbentuk kebijakan dituangkan dalam bentuk penetapan penguasa, misalnya dalam prosedur perizinan, penetapan mutu
baku lingkungan, dan proses Amdal. Hukum lingkungan, selain dipengaruhi oleh hukum keperdataan dan hukum administrasi,
juga dipengaruhi oleh nilai-nilai moral yang dianut masyarakat setempat, dalam bentuk hukum ada tata hokum kebiasaan.
Nilai-nilai moral tersebut diyakini apabila dilanggar bias mendapatkan sanksi, yang umumnya berupa denda.

Dalam pengertian sederhana, hokum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tata lingkungan (lingkungan
hidup), di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya
yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta
jasad-jasad hidup lainnya.

Dalam pengertian secara modern, hokum lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan atau Environment-Oriented
Law, sedang hokum lingkungan yang secara klasik lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau Use-
Oriented Law.
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HUKUM LINGKUNGAN MODERN

Dalam hokum lingkungan modern, ditetapkan ketentuan
dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia
dengan tujuan untuk melindungilingkungan dari kerusakan dan
kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya
agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh
generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang.
Hukum Lingkungan modern berorientasi pada lingkungan,
sehingga sifat dan waktunya juga mengikuti sifat dan watak
dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak
berguru kepada ekologi.Dengan orientasi kepada lingkungan
ini, maka Hukum Lingkungan Modern memiliki sifat utuh
menyeluruh atau komprehensif integral, selalu berada dalam
dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes.
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HUKUM LINGKUNGAN KLASIK

Sebaliknya Hukum Lingkungan Klasik menetapkan
ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali
untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber
dayalingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia
guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka
waktu yang sesingkat-singkatnya. Hukum Lingkungan Klasik
bersifat sektoral, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan,
bahwa system pendekatan terpadu atau utuh harus diterapkan
oleh hokum untuk mampu mengatur lingkungan hidup
manusia secara tepat dan baik, system pendekatan ini telah
melandasi perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia.
Drupsteen mengemukakan, bahwaHukumLingkungan
(Millieurecht) adalah hukum yang berhubungan denganl
ingkungan alam (Naturalijkmilleu) dalam artiseluas-luasnya.
Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang
lingkup pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan
lingkungan dilakukan terutama oleh Pemerintah, maka Hukum
Lingkungan sebagian besar terdiri atas Hukum Pemerintahan
(bestuursrecht).

Hukum Lingkungan merupakan instrumentarium yuridis
bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hokum
lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum
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yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hokum
tatausaha Negara atau hokum pemerintahan.Untuki
tu dalam pelaksanaannya aparat pemerintah perlu
memperhatikan “Asas-asas Umum Pemerintahan yang
Baik” (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur/
General Principles of Good Administration). Hal ini
dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya
tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan
hidup.




